PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Manimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 3 TAHUN 2008

TENTANG

LUSAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sejalan dengan berkembangnya globalisasi dan
kemajuan leknologl mengakibatkan semakin bartambahnya
jenis  kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umuom,
sehingga periu adanya pengaturean guna pembinaan,
pengandalian, dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha
Rekreast dan Hiburan Umurm;

bahwa Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerch Tingkat ||
Banyumas Nomor 3 Tahun 1989 tentang Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum, karena perkembangan keadaan dan
bertambahnya |enis kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum, sehingga periu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a dan huruf b, perlu membantuk Peraturan
Daerah tentang Usaha Rekreas| dan Hiburan Umum,

Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1850 tentang
Pambentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Megara Republix Indonesia
Tahun 1881 Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3209);

Undang-Undang MNomor 2 Tahun 1880 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Megara Republik Indonssia
Tahun 1980 Nomor 7B, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Namaor 3427 ;

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomar 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Ferbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 5 Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-lJndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomer 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4388);

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Ksuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Nomar 4400);

Undang-Undang MNomeor 32 Tahun 2004 ientang
Pemerintahan Daerah {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Namar 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti
Undang-LUindang Nomar 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
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Atas Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548),

Peraturan Pemerintah Momar 87 Tahun 1696 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1896 Nomor 101, Tambahan
| embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658),

Paraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 MNomaor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 4578).

Peraturan Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pamerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonssia
Tahun 2007 Namor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Presiden MNemor 1 Tahun 2007 tentang
Penpesahan, Pengundangan, dan Panyebariuasan

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat |l Banyumas
Momor Il Tahun 1885 tentang Penunjukan, Pengangkatan,
Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negerl Sipil
sebagal Peryidik dan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas (Lerbaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banyumas Tahun 1885 Nomor 5 Seri ),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Momor 28 Tahun
2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata



Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banyumss (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2004 Nomor 27 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menatapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA REKREAS| DAN

HIBURAN UMUM

BAB |
KETENTUAN URMLUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan ©

1

2

Daerah adalah Kabupaten Banyumas:

Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagal unsuf

penyelenggara Pemarintahan Dasrah,

Bupati adalah Bupal Banyumas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kahupaten Banyumas,

Kepala Dinas adalal. Kepafa Dinas Pariwisata dan Kebudaysan Kabupaten
ganyumas,
Lisaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah satiap usaha komersial maupun tdak

komersial yary ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan wuntuk memberikan
kesegaran rohan|, jasmani, dan atau memberikan wawasan/pengetahuar bary,

lJsaha rekreasi hiburan umum yang bersifat komersial adalah kegiatan usaha
rexreasi hiburan umum yang diselenggarakan oleh pengusaha rekreasi hiburan



umum yang penyelenggaraanya melakukan permungutan uang kepada masyarakal
daiam berbagai macam bentuknya.

8 Usaha rekreasi hiburan umum yang bersifat tidak komersial adalah kegiatan usaha
rekreas| hiburan umum yang diselenggarakan oleh pengusaha rekreasl hiburan
umum yang penyelenggaraanya tidak melakukan pemungutan uang kepada
masyarakat dalam berbagal macam bentuknya.

8 Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalab orang yang sehari-han
memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan

Umum,

10. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati
kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk dapat membangun Usaha Rekraasi
dan Hiburan Umum yang bersifat tetap/permanan.

11.1zin Usaha adalah Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan olah
Bupati

12 1zin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bersifat tetap/permanen adalah izin usaha
yung diberikan untuk kegiatan Usaha Rekreas! dan Hiburan umum yang
penyeienggaraan kegiatannya berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun atau 365
{tigaratus enampuluh lima) hari kalender.

13.!zin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bersifat semantara/ineidental adalah izin
usaha yang diberikan untuk kegiatan Usaha Rekreasl dan Hiburan umum yang
penyoienggaraan kegiatannya berlangsung mulal dari 1 (satu) hari atau kurang dar
satu hari (24 jam) sampal dengan 1 (satu) tahun atau 385 (tigaratus enampuluh limaj
Irar kalender,

14 Kaitu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan lzin Usaha yang dikeluarkan

setiap tahun aleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaar atas nama Bupati dan memuat
prrkembangan tiap jenis dan fasilitas Rekreasi dan Hiburan Umum

15 Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
senta mengumpulkan bukti yang dengan bukli yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi seria menemukan
tersangkanys

L



18: Penyidik adalah MPejabat Poliisi Negara Republik Indonesia atau Pejabal Pegawail

Megeri Sipll tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan,

17.Penyidik Pegawai Neger Sipil adalah Pejabat Pegawa Magerl Sipil tertentu di

Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus cleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah

BAB Il
JENIS USAHA

Pasal 2

Jenis Usaha Rekre: si dan Hiburan Umum meliputi

1.

Gelanggang Renang adalah suatu Usaha Rekreas| dan Hiburan Umum yang
menyadiakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagal usaha pokok, dan dapat
dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak-anak, serla jasa pelayanan

makan dan minum.

Pemandian Alam adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang
menyadiakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan alr alam dan
atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapal dilengkapi dengan panyediaan jasa

pelayanan makan dan minum,

Gulanggang Olah Raga adalah Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang
menyediakan tempat dan fasiiiias olah raga sebagai usaha pokok dan dapat

dilengkapi dengan penyediaan [asa pelayanan makan dan minum

Fitnes atau Pusat Kehugaran dan Olah Raga adalah suatu Usaha Rekreas! dan
Hiburan Umum yang menyediakan tempal dan berbagal jenis fasilitas untuk
menberlkan kesegaran rohani, jasmani, kebugaran dan atau hiburan barupa
keglatan olah raga statis menggunakan alat banlu olah raga dan atau kegiatan
senam diringl musik elektronlk, setagal usaha pokok dikawasan teriutup maupun
terbuka dan dapat dilengkapl dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan

minuman
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. Padgang Golf adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyadiakan
tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagal usaha pokok

dan dapat dilengkapl dengan penyediaan jasa palayanan makan dan minum

. Billiard adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyadiakan
lempat dan fasilitas untuk permainan billiard (bola sodok) sebagal usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

Perlombaan | Pertandingan Olah Raga adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum yang menyelgnggarakan kegiatan olah raga di lempat terbuka maupun
tertutup diselenggarakan datam suatu ruang tertutup maupun terbuka bertujuan
untuk mempertandingkan dan atau melombakan cabang olah raga terentu.

. Kelab Malam adalah suatu Usasha Rekreasi dan  Hiburan Umum  yang
menyelenggarakan rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa dengan manyediakan
tempat dan fasilitas uptuk menar dan diiingi musik hidup, periunjukan lantal
diseleanggarakan pada malam hari dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelavanan makanan ringan dan minum.

. Digkotik adalah suatu Usaha Rekreas) dan Hiburan Umum yang menyadiakan
tempat dan fasilltas untuk ocrang dewasa dengan diiringl musik yang disartal atraksi
perunjukan cehaya lampu dan dapat dilengkapi dengan pertunjukan lantal dan jasa

palayanan makanan ringan dan minum,

10.Karaoke adaiah sualuy Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan

tempat dan fasilitas untuk menyamnyl dengan diiringl musik elekironik sebagal usaha
nokok dan dapat dilengkapl dengan penyedisan jasa pelayanan makanan ringan dan

rminum.

17 Cafe adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diperuntukan bagi semua

umur yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum dan fasilitas musik

hidup dan atau tarian lantai.

12.Punti Pljat adalah sualu Usaha Rekreas| dan Hiburan Umum yang menyediakan

tempat dan fasilitas untuk pijat sebagaj usaha pokok can dapat dilengkapi dengan

penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.



13.Panti Mandi Uap adalah sualu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang
menyelenggarakan rekreasi bagl orang dewasa berupa tempat dan fasilitas untuk
mandl uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan plial, serta

panyediaan jasa pelayanan makanan dan minum

14.8pa adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yvang menyediakan tempat
dan fasilitas terpadu antara kegiatan mandi vap, pijat, dan perawatan kecantikan
sebagal usaha pokok dan dapat menyediakan |asa pelayanan makanan nngan dan

L.

15 Bioskop adalrh suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan
pertunjukan dengan memutar film berukuran 16 mm atau lebih yang diselenggara’an
secara tetap dan teratur dalam suatu gedung seria dapat dilengkapl dengan

petiyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

16.Bioskop HKeliling adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang
menyelenggarakan pertunjukan dengan memutar film yang [okasinya lidak tetap

17. Dunia Fantasi adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan
tempat dan fasilitas berbagali permainan yang fantastik  unluk membarikan
kesegaran rohani dan jasmanl yang penyajiannya secara fisik berada df suatu

kawasan tertutup maupun terbuka.

18 Kolam Pemancingan adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang
menyediakan tempat dan faslitas pemancingan sebagai usaha pokok dan dapal
dilengkapl dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum,

19.Taman Rekreasl adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum  vang
menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberlkan kesegaran
rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan
cebagai usaha pokok dikawasan terfutup maupun terbuka, serfa dapat dilengkapi

dengan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta akomodasinya

20.Taman Satwa adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan
tempat dan fasilitas barbagai |enis satwa atau binatang dipelihara dan dirawat serta
gapat diperagakan stau dipertunjukan di tempat terbuka maupun tertulup. yang
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mengandung unsur pendidikan, pengembangan budaya dan kelestarian lingkungan
serta dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman maupun fasilitas

rekreasi [ainnya.

21.Pentas Satwa adalah suatu Usaha Rekrsasi dan Hiburan Umum yang

menyediakan tempat dz fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang untuk tujuan
dipertunjukan dan atau dilombakan di tempat terbuka maupun tertutup

22 Warung Internet dan atau Hiburan Teknologi informasi / Komunikasi adalah suatu

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan pengetahuan baru
yang penyajiannya menggunakan Internet yang dapat dipargunakan sebagal sarana
hiburan dan atau mendapatkan pengetahuan baru serta dapat dilengkapl dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum,

23.Game net atau istilan lain sesuai perkembangan teknologl adalah suatu Usaha

Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas. untuk
permainan danfatau mesin permainan dilengkapl dengan layar kaca atau sejenisnya
yeng perlujuan untuk menvisualisasikan gambar, tulisan dan/atau gambar bergerak
yang dapat dipergunakan sebagai sarana dan prasarana bermain yang mengandung
unsur kompetisi melawan mesin itu sendirl maupun orang lain balk dalam jarak dekat
maupun jauh sebagal usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan |asa
pelayanan makan dan minum,

24 Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu Usaha Rekreas! dan

Hiburan Umum vyany mernyediakan tempat dan fasilitas wuntuk penmainan
ketangkasan danfatau mesin permainan sebagai usaha pokak dan dapat dilenghkapi

dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

25 Tempat Bermain Anak adalah suatu Usaha Rekreasl dan Hiburan Umum yang

menyediakan tempat dan berbaga jenis fasilitas untuk bermain anak bertujuan untuk
memberikan kesegaran rochani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan,
pendidikan dan kebudayaan sebagal usaha pokok di kawasan ‘ertulup maupun
terbuka, dan dapat dilengkapl dengan menyediakan jasa pefayanan makanan ringan

dan minuman.



28 Impresariat adalash suatu  Usaha Rekreas) dan  Hiburan Umum  yang
menyelenggarakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dengan
maksud sebagal hiburan oleh artis, seniman dan clahragawan Indonesia danfatau

gsing yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negern

27 Konvensi adalah  sustu  Usaha Rekreasl dan  Hiburan  Umum  yang
munyelenggarakan kegiatan berupa perlemuan sekelompok orang (Negarawan,
Usahawan, Cendekiawan, dan sebagainya) untuk membicarakan masalab-masalah

wang berkailan dengan kepentingan bersama.

28 Biro Perjalanan Wisata dan/atau Agen Perjalanan Wisata adalah sustu Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan jasa pernalanan
meliputi  penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata, penyelenggaraan
pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya,
pengurusan dokumen perjalanan, penyelenggaraan pemanduan dan

penyelenggaraan kanvensi, penjualan karcis f tket perjalanan wisata

20 Pentas Seni Budaya adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang
menyalanggarakan kegiatan pertunjukan seni suara, senl musik, seni tari, seni
drarna atau senl budaya lainnya yang diselenggarakan dalam suatu ruang tertutup

maupun terbuka

30 Pusat Seni dan atau Pameran adalah suaty Usaha Rekraasi dan Hibuan Limum
yang menyelenggarakan kegiatan dangan menyediakan tempat dan faslitas untuk
memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni atau bentuk
lain yang diselenggarakan dalam suatu ruang tertutup maupun terbuka

31.5egala bentuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang lain

Pasal 3

Jenis-jenis Uraha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pagsal 2
yang merupakan fasilitas Hotel dan Rumah Makan dan peruntukannya ditujukan tidak
untuk umum tetapl untuk tamu hotel atau rumah makan, tidak terkena ketantuan

perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,

1]



BAE I
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

{1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga
Megara Indonesia dapat berbentuk badan ussha atau usaha peorangan sesual

dengan Ketentuan Peraturan Parundang-undangan yang beriaku.

{2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan madal bersama aniara Warga

MNegara Indonesia dan Asing, bentuknya harus Perseroan Terbatas

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 5

(1) Seliap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 wajib memenuhl persyaratan teknis yang ditentukan untuk masing-masing

jenis,

(2] Fewsyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Paraturan
Bupat],

Pasal 6

Pimpinan Usaha Rekreas: dan Hiburan Umum berkewajiban uniulk

1. Memberikan perlindungan kepada tamu/pengunjung Usaha Rekraasi dan Hiburan
Umum;

2. Menyelenggerakan administrasi keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku |

3. Menjaga martabat Usaha Rekraasi dan Hiburan Umum serta mencagah pengaunaan
fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan keteriban

umum ,



4. Memenuhi persyaratan hygiene dan saniasi di dalam dan/atau di lingkungan tempat
kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesual dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undanganyang berlaku ;

5. Mentaat| kelentuan tentang ketenagakesrjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundangan-undangan yang berlaku

&. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan
tugasnya guna meningkatkan pelayanan |

7. Mantaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VY
PERIZINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian [zin

Pasal 7

(1) Setiap keglatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum waflb memiliki izin usaha,

(2) 1zin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berupa
a. lzin usaha etap/permanen;
b 'zin Usaha sementara/insidental.
(3) Seliap Ussha Rekreas| dan Hiburen Umum yang bersifat tetap/permanen wajib

nemilik ;
a. Persetujuan Prinsip untuk pembangunan atau pe luasan Usaha Rekreasi dan

Hiburan Umurm,

8. lzin Usaha,

(4) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang bersifal sementara / insidental tidak
memerlukan persetujuan prinsip.

{5) Perselujuan prinsip dan izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Bupati.

() Persetujuan Prinsip dan lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak
dapat dipindahtangankan,

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian izin usaha diatur cleh Bupali



Pasal 8

(1) Setiap pemberian lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus
mempertimbangkan kemampuan pemohon baik dari segi teknis maupun besamya -

usaha,

(2) Bupati dalam memberikan Persetujuan |zin Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), menetapkan kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh

Pemegang lzin usaha.

Bagian Kedua
Tatacara Mengajukan Permohonan lzin

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip dan/atau lzin Usaha vyang bersifat
tetap/permanen, permchonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dergan
ditampiri ;

a. Rencana tapak dan study kelayakan |

b. Akta Pendirian Perusahaan dan Nomaor Pokok Wajib Retribust Daerah
(NPWPRD).

¢. Rekomendasidari dinas / istansi lerkait

{2) Untuk mempercleh izin penyelenggaraan usaha rekreasi hiburan umum yang
barsifat permanen dimana usaha dimaksud merupakan cabang dari usaha yang
sudah pernah didirikan dalam lingkup aturan tata hukum Indonesia maupun hegara
lain, maka pemohon dimaksud melampirkan keterangan dari kantor pusatnya,
dengan menglkuti samua peraturan yang berlaku di daerah;

{3) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan Pemohon wajib melengkapi lzin Mendirikan
Bangunan (IME) ;

(4) Tatacara untuk mendapatkan Perselujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupaii

13



Pasal 10

Untuk mempercleh (zin penyefenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang
bersifst sementara/insidental, parmohonan diajukan secara tertulis kepada Bupall
dengan dilampiri ;

Rekomendasi dari Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas:

Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

Rekomendas: dari Polrl menyangkut izin keramasan:

Rencana tapak dan study kelayakan
Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWPRD)

P a0 o e

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya lzin

‘P
Pasal 11

(1) Persetuivan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berlaku
untuk jangka waklu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanngal ditetapkan dan batal demi
hukum bilamana dalam jangka waktu tersebut belum dipergunakan.

(2} Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, berlaku untuk
jangka waktu selama usahanya masih melaksanakan kegiatan, dengan ketentuan
sefiap 5 (lima) tahun sekali hagi pemegang izin tetap/permanen wajib mendaftar
ulang,

- Bagian Keempat
Daftar Ulang
Pasal 12

(1) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 11 ayat (2}, kepada Pemegang Izin diberikan Kartu Izin Usaha

(2) Bentuk, ukuran dan isi Kartu |zin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
tetih lanjut olah Bupati.



(3) Tatacara untuk mendapatkan Kartu lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut olah Bupati,

Bagian Kelima
Raetribusi Izin Usaha

Pasal 13

(1) Orang pribadi atau badan yang mengajukan |zin Usaha Rekreasi dan Hiburan Wmum
dipungut retribusi sebagal pembayaran atas pelayanan pemberian lzin Usaha
Rekreasl dan Hiburan Umum,

{2) Obyek retribusi adalah pelayanan Pemerintah Daerah atas pemberian lzin Usaha
Fekreas| dan Hiburan Umum,

{3} Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempercleh izin Usaha
Rekreas| dan Hiburan Umum.

Pazal 14

Retribusi lzin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum digolongkan sebagal Retribusi Jasa
Umum.

Pasal 15

Strukiur dan besarnya retribusi adalah sebagai berikut |

[No Bentuk Usaha Jenis Usaha Tarif Retribusi
1. | Usaha Rekreasi Hiburan | a. Sekala Kecil Rp, 100.000,-
Umum  yang  bersifat
permanen
-[ b. S=kala Menengah ap: 200000 -
| c. Sekala Besar Rp. 400.000,-
I
2 [Usaha Rekreasi dan|a Sekala Keci Rp. 50.000.-
Hiburan Umum  yang
barsifat insidental
b. Sekala Menengah Rp. 100.000,-
c. Sekala Besar Rp: 250.000.-
| —




Bagian Keenam
Pencabutan lzin Usaha

Pasal 16
(1) lzin Usaha tidak berlaku atau dicabut apahila ;
a |zin diperoleh secara tidak sah |
b |zin dikembalikan kepada Bupati,

¢. Pemegang lzin Usaha melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini dan/atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam [zin Usaha ;

d. Pemegang lzin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan-alasan yang

dapat dipertanggung jawabkan |
#_ Bertentangan dengan kepentingan umum, Tala ruang dan lingkungan hidup

{2} Pencabutan lzin Usaha sebagaimana dmaksud pada ayat (1), dibertahukan secara
tertulis dengan menyebutkan alasan alasannya

BAB VI
KETENTLUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Pelangparan terhadap kelentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal §,
Fesal 7, dan Pasal 11 ayal (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp:500.000,00 (ima ratus ribu rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pelanggaran

BAB VIl
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Selein oleh Fejabat Penyidik Umum, penyidiken atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dali'm FPasal 1}' dapat juga dilakukan oleh Pejabal Penyidik Pegawal



/ Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pangangkatannya ditetapkan

sesual dangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Megeri Sipll
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
] I".Itenarima laporan atau pengaduan darl seorang lenlang adanya tindak pidana;
b. Mefakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat Kejadian dan melakukan
pemerilksaan |
c. Menyuruh berhenti seorang lersangka dan memerksa tanda pengenal dir
tersangka ,
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat |
e. Mengambll sidik jarl dan memotret sesecrang;
i Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersanghka atau saksi |
u g Mendatangkan orang ahli yarg diperlukan dalam hubungannya dengan
pameriksaan perkara |
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapat cukup bukli atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutrya melalul penyidik memberitahukan hal tersabut kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya |
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB VIl
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

\

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertangguny jawab atas pelaksanaan Peraturan
Craerah ini.

(2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daasrah ini dilakukan oleh Instans|
yang mambidangl pehgawasan.

(3) Dalam hal yang dianggap perlu Bupali dapal meminta laporan tertentu darl Pimpinan

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

17



Pasal 20

{1) Untuk kepentingan pengawasan, setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib
memilixi Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Bupats,

(2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan fasilitas hotel wajib memiiiki

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Tatacara untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), diatur lebih lanjut cleh Bupati

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Seliap Orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini
telan melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan
telah memiliki Persetujuan Pringip dan lzin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
bordasarkan Peraturan Daerah Yang telah ada sebelumnya, lzin tersebut tetap
perlaku sampai dengan saat pendaftaran ulang yang d'tentukan dalam lzin tersebut,
untuk kemudian wajib memiliki lzin Usaha dan Rekreas| Hiburan Umum baru

berdasarkan Peraturan Dasrah ini.

{2) Setlap Orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini
lelah melaksanakan kegialan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan
baium memillki lzin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berdasarkan Peraturan
Daerah yang lelah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha dan
Rekreasi Hiburan Umum baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl sepanjang mengena: teknis

pelaksanaannys Latur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat



Pasal 23

Pada saat mular berlakunya Peraturan Daerah inl, maka Peraturan Daeranh Kabupaten
Dasarsh Tingkat Il Banyumas Momor 3 Tahun 1989 tentang lisaha Rekreasi dan Hiburan
Umum (Lembaran Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat | Banyumas Tahun 1898 Nomor .
4 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paszal 24

Paraturan Daerah ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan

Agar satiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Cragrah ini
dangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerta
pada tanggal 19 Jenuari 2008

BUPATI BANYUMAS
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ARIS SETIONO

Diundangken di Purwokerte
pada tanggal 19 Januari 2008

Plt,SEKRETARLIS DABRAH
KABUPATEN BANYUMAS

/Mf‘ ]
HM. SANTOSO, SH. M. Hum s

Fembina Utama Muda
WIP. 010 18% B39

LEMBARAN DAERAH KARUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI C
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanzan Olonomi Daerah dan penyerahan sebaglan
urusan pemerintahan di bidang Keparwisataan oleh Pemenntab Provins! Jawa
Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, penyelenggaraan Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat || Banyumas Noemor 3 Tahun 1989 tentang Usaha Rekreasi dan
Hiburan Lmum.

Dalam perkembangannya dengan adanya kemajuan tehnologi dan arus
glebalisasi, mengakibatkan bertambahnya jenis usaha rekroasi dan hiburan ureum,
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Banyumas Namaor 3 Tahun
1889 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum perlu disesuaikan, sehinga dapat
memberikan kapastian hukum dalarm penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan
Uimum,

Peraturan Daerah Ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi
pemberian izin usaha, peletakan daser-dasar tentang syarat-syarat yang berfaku,
peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha
rekreasi dan hiburan umum dengan memelihara serta menjaga  kelestarian
lingkungan hidup, dan tata ruang, sehingga sewajarnya Badan Usaha atau
perorangan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum yang
bersifal permanen diwajibkan memilikl persetujuan Prinsip dan lzin usaha,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 i Cukup jelas

Pasal 2 : Terhadap pembearlan lzin baru untuk usaha Panti
Fijat, Kelab Malam, Panti Mandl Uap dan



Pasal 2
Pasal 4 ayal (1)

Pasal 4

Pasal 5 s/d Pasal 8
Pasal 2 ayat (1) huruf a
Pasal @ ayat (1) huruf b

Pasal B ayat (1) huruf ¢
Pasal 9 ayat (2)

Pasal 10

Pasai 11 ayat (1)
Pasal 11 ayat (2]

Pasal 12
Pasal 13
Pasai 14
Pasal 15

Pasal 16 s/d Pasal 24

ELl

-

Diskotk, sebelum memben lzin terlebih dahulu
Bupati wajib meminta Perimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
Cukup jelas,

Yang dimaksud denpgan Badan Usaha dapat
berbentuk Badan Usaha Swasta seperti PT, CV,
Firma, Persegrangan, Koperas! Badan Usaha
Millk Negara atau BUMD, dan sebagainya

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan siudy kelayakan adalah
meliputi study kelayakan fisik. study kelayakan
ekanomi dan study kelayakan lingkungan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas.

Walaupun lzin Usaha berlaku untuk jangka waktu
vang fidak terbatas, namun sewakiu-wakiu |zin
Usaha tersabut dapat dicabut apabila pemegang
lzin Usaha melanggar ketentuan yang ditetapkan
dalam |zin dan atau Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas

Cukup jetas.

Cukup jelas.

Sekala

ketenluannya akan  dialur

badan ateu  perorangan
kemudian dalam

usaha

peratyran Bupati Banyumas
Cukup |elas



